PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN

BUPAT] SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR a¢ TAHUN 2013
TENTANG

INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN PAJAK 2011 DARI PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 535 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran
sebelumnya berhasil mencapai/melampaul rencana
penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif agar
pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun berikutnya dapat diungkatkan secara opumal;

. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam huruf a

diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun Pajak
2011 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan,
sehingga memperoleh insenuf dari Pemerintah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a diatas, agar dalam pelaksanaan pembagian
dan penggunaan insenuf Pajak Bumi dan Bangunan
dimaksud dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga
pencapaian target penerimaan lebih optumal, untuk itu
dipandang perlu pengaturan pembagian dan penggunaan
insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 dari
Pemerintah untuk Pemernntan Kabupaten Sintang atas
pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2013;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diauas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembagian
dan Penggunaan Insenuf Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Pajak 2011 dan Pemerintah untuk Pemerintah

Kabupaten S'mtgng Atas Pencapaian Target Pajak Bumj
dan Bangunan di Kabupaien Sintang;
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Ind : (Lembaran Negara Republik
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teigﬁrilj' Rbepubhk Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

1994 (]i:: ah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

_ Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 418%);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

pPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Pemerintahan g ntara Pemerintah Pusat Dan

Indoneci Daerah  (Lembaran Negara Republik
" nesia Tahpn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
¢gara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

gambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nompr 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Peme_rm;ahan Antal:& Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemenntghan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 lflornor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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8 Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Eahun 2008. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
abupaten Sintang Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun

2012 tentang‘Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN PAJAK 2011 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN

TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
SINTANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sintang, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sintang,

5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Pajak ...
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i)nsent}f tPEBPSdalah dang bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian
emerinta sat yang dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

pgda Tahun Pajak 2011 mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang
ditetapkan.

10.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD gdalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

11.Pengelola PBB adalah pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupten Sintang yang melaksanakan pengelolaan langsung maupun
tidak langsung PBB di wilayah Kabupten Sintang.

BAB 11

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Alokasi Insentif PBB Tahun Pajak 2011 dari Pemerintah yang diterima
Pemerintah Daerah pada akhir Tahun Anggargn 2012 adalah sebesar
Rp.3.601.254.125,00 (tiga milyar'cnam ra}tus satu juta dua ratus hma puluh
empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan peruntukannya digunakan

pada Tahun Anggaran 2013.
Pasal 3

Penggunaan Insentif PBB yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

) . bupaten Sintang ditetapkan sebesar 10%
engelola PBB Kab _ Apke o
a. ;gesssltghb?)gelrsiﬂ) dari jumlah insentif PBB yang diterima Pemerintah

Daerah; dan

b. Pengadaan ...



Pasal 5

Kgg:;ii?m peréiacé?aln gedung kantor dan/atau sarana dan prasarana
penduleurg bengelolaan PBB schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
ila sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB dan pengadaan gedung
kgntor dan/atau sarana dan prasara pendukung pengelolaan PBB
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang

dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB 1l
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini sepanjang mengenai Pembagian dan Penggunaan Insentif PBB akan
diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ipi, maka Peraturan Bupati Sintang
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pt?mbaglan Dan Penggunaan Insentif Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Dgri Pemerintah Pusat Untuk
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan
Bangunan Di Kabupaten Sintgmg Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 . .
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8etahuinya

Bupati ini dengan penempatannya

,drallllemerint.ahkan pengundangan Peraturan
am Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2013

BUPATI SINTANG,‘%
/

(_‘%MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang,
pada tanggal 2013

&SEKRE RIS DAERAH KABUPATEN SIN’I‘ANG,¢

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2613 NOMOR



